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Abstrak 
 
Latar belakang penelitian ini karena pelaksanaan sistem pemasyarakatan 
merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan 
masalah yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan (1) untuk 
mendeskripsikan penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan 
pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas II B Tegal menurut 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (2) untuk mengkaji 
dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas II B Tegal dalam 
melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada 
pelanggaran disiplin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. 
Pendekatannya adalah normatif-empiris dan teknik pengumpulan datanya melalui 
studi pustaka, wawancara dan observasi dan dianalisis dengan teknik analisis 
induktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin 
terhadap warga binaan pemasyarakatan sudah sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan kendala-
kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada 
pelanggaran disiplin kurang sesuai dengan indikator negara hukum sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Penerapan, Hukuman Disiplin, Warga Binaan 
Pemasyarakiatan, Tata Tertib. 
 
Abstract 
The background of this research because the implementation of the 
correctional system is a multidimensional activity, because problems are very 
complex. This study aims (1) to describe the application of disciplinary penalties 
for prisoners who violate rules discipline in Class II B prison in Tegal according 
to Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Facilities. (2) to study and 
analyze constraints Tegal Class II B Tegal in conducting guidance for 
correctional fostered residents implications disciplinary .This type research is 
field research. The approach is normative-empirical and techniques collection 
literature study, interviews and observations and analyzed by inductive analysis 
techniques. 
               The results application disciplinary penalties prisoners Law Number 12 
of 1995 Corrections and Article 9 Paragraph (4) of the Minister of Law and 
Human Rights Regulation Number 6 of 2013 Rules of Correctional Institutions 
and State Detention. Implications for disciplinary violations accordance with rule 
of law indicators by Soerjono Soekanto. Based the results  study expected to be 
material information and input for all who need in the Faculty of Law, University 
of Pancasakti Tegal. Keywords: Implementation, Disciplinary Punishment, 
Penitentiary Guidance, Standing Orders. 
 
 
vi 
 
PERSEMBAHAN 
Sebagai tanda terima kasih penulis, saya selaku penulis 
mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menyayangi, 
mendukung dan mendo’akan saya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap 
ada di kehidupan saya dalam suka maupun duka, kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, terima kasih selalu menyayangi, mendukung, 
menasihati dengan sabar, mendo’akan, tulus dan ikhlas tiada batas. 
2. Adikku Hanif Ismail Putranto, terima kasih telah memberikan doa dan 
motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
3. Sahabatku, Iffa Indiati Ahmad dan Ria Yus Sanjaya, terima kasih selalu 
memberikan dukungan dan telah menjadi penyemangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Teman-teman KKN Desa Tanjungsari Brebes, Riska Maharani Putri, 
Windy Estuningsih, Linda Oktafiani, Novita Wahyudiningtyas,                     
Adjie Santanu, Atmo Kusumo, yang selalu memberi do’a dan dukungan 
untuk terselesaikannya skripsi ini. 
5. Temanku, Virgi Ulul Azmi, terima kasih sudah menjadi teman yang baik 
selama penyusunan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan penulis 
mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
vii 
 
MOTTO 
 
 
Artinya: ‘’ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum 
pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat,  
berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 
yang berkeadilan.
1
 Perkembangan penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) 
saat ini tidak diletakan sebagai suatu cara/metode untuk melakukan 
pembalasan, melainkan ditunjukan dalam rangka menyadarkan pelaku 
kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan dan 
tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana.
2
 
Tujuan ilmu hukum harus terbebas dari ideologi politik menuju 
perubahan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.
3
 
Menyikapi perkembangan hukum pidana tersebut di atas, model pelaksanaan 
sanksi atas putusan pengadilan pun berubah dari sistem penjara ke dalam 
sistem pemasyarakatan sistem itu sendiri harus mempunyai elemen tertentu 
yang interelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu. 
4
 
 
 
                                                             
1
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hlm 1. 
2
 Penny Naluria Utami, ‘’Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan ( Justice 
For Convicts At The Correctionl Institutions)’’, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementrian 
Hukum dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 17, Nomor 3 September 2017: 381-
394, hlm. 385. 
3
Eddy O.S Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, 2009, hlm.10 
4
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 
Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm.190 
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Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan 
keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang 
merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, 
yaitu:
5
  
a. Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam 
masyarakat. 
b. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan 
sanksi berupa pidana. 
Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan’’Negara Indonesia adalah negara hukum’’ dan 
ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM.         
Dengan penjelasan tersebut maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia 
diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Yang pada hakikatnya 
hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu merupakan hak yang 
tidak bisa dicabut oleh siapapun, karena hak asasi manusia sebagai anugrah 
tuhan yang dibawa sejak lahir. 
Hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan 
pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur 
dalam hukum pidana positif Indonesia. Ketika pidana telah dijatuhkan maka 
seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus 
                                                             
5
 Rommy Pratama, 2009, Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan 
Recidivisme, dalam http:/www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html. Diunduh Selasa,15 
Oktober 2019 pukul 14:24 WIB. 
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menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk 
komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana. 
Selain tempat untuk menjalani hukuman fungsi dari lembaga 
pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan yang tidak terlepas 
dari unsur-unsur dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya antara narapidana 
dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dari segi-segi 
yang merugikan(negatif).
6
 Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga dapat 
membantu ketidak percayaan pada hukum apabila eks narapidana gagal 
berinteraksi kembali dengan masyarakat, ini merupakan kegagalan dalam 
mencegah timbulnya residivis.
7
 
Pada kenyataan dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti 
kondisi dari lembaga pemasyarakatan, dan juga kendala dari warga binaan 
pemasyarakatan padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga 
binaan sendiri sehingga amanat dari  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang pemasyarakatan dapat terlaksana, yaitu: 
‘’membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab’’ 
                                                             
6
 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.116 
7
 Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, 
Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm.50. 
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Pembinaan narapidana adalah sistem, sebagai suatu sistem maka 
pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling 
berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen    
yaitu :
8
 falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan 
terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk 
bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina atau pemerintah. 
Pelaksaanaan fungsi pemasyarakatan ini menurut sudarto
9
 terkait erat 
dengan tujuan dari pidana penjara itu sendiri, dimana pidana penjara disamping 
menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan 
bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi 
seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna.
10
 
Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 
dijelaskan bahwa kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan permasyarakatan yang 
melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang 
dipimpinnya. Ayat (2) menjelaskan jenis hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) yang berupa :  
a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau Anak Pidana, 
dan atau; 
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan peraturan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 
                                                             
8
 Harsono HS,Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:Djambatan, 1995, hal.5. 
9
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm.73. 
10
 Sudarto, loc.cit 
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Dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini, maka petugas LAPAS juga 
harus menjaga agar tetap tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam 
menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka 
dari itu dalam Pasal 47 ayat (3) juga diatur bahwa petugas permasyarakatan 
dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib : 
a. Memperlakukan Warga Binaan Permasyarakatan secara adil dan tidak 
bertindak sewenang-wenangnya;dan 
b.  Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 
Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan 
proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan Baharudin 
Suryobroto:
11
 
 ‘’Warga Binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan 
proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan 
Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu 
harus diakhiri atau harus dilanjutkan  untuk kemudian diputuskan secara 
definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan 
kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaanya dilakukan oleh 
instansi pelaksana pidana yang hilang karena kemerdekaan atau instansi 
pemasyarakatan.’’ 
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pada 
hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya 
pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks.
12
 
Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan 
                                                             
11
 Baharudin Suryobroto, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 
2000, hlm.10 
12
 Aroma Elmina Martha, Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang 
Mengalami Label Negatif  Di Lembaga Pemasyarakatan’’,  Jurnal Fakultas Hukum, Universitas 
Islam Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2018, hlm.2 
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menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik 
terhadap narapidana. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 
dengan judul : “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan 
Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib (Studi di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas IIB Tegal) .’’ 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas,  maka permasalahan yang 
akan dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan 
pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tegal 
menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ? 
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal dalam  
melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang 
berimplikasi pada pelanggaran disiplin ?  
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C. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan penerapan hukuman disiplin terhadap warga 
binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIB 
Tegal menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan. 
b. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi LAPAS 
Kelas IIB Tegal dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin. 
D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
khususnya perkembangan hukum pidana utamanya dalam lapangan hukum 
pidana formil. 
b. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi 
para aparat penegak hukum dalam hal ini petugas ’’pemasyarakatan’’ 
sehingga dapat diharapkan hukum pidana selain memberikan kepastian 
hukum juga dapat menyerap rasa keadilan yang hidup di masyarakat melalui 
bentuk dan pedoman dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga 
binaan yang melanggar tata tertib lapas. 
E. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. 
Yang pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan 
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oleh Irvan Mursalin, (UNSYIAH, 2013)
13
. Dalam skripsinya yang berjudul 
‘’Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pengamanan & 
Penertiban Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib 
lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian 
lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil Penelitian diketahui bahwa 
penerapan sanksi yang diterapkan terhadap narapidana yang melanggar tata 
tertib lapas dilakukan berdasarkan tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran 
tingkat ringan, sedang dan berat. Faktor penghambat tercapainya keamanan 
dan ketertiban lembaga pemasyarakatan adalah  kurangnya pemahaman hukum 
dari pihak petugas lapas sekaligus tidak tersedianya ruang isolasi. 
Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus Widiharso 
Santoso, ( UNTAN, 2016)
14
. Dalam jurnalnya yang berjudul‘’Pelaksanaan 
Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib 
Berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan 
Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga 
                                                             
13
 Irvan Mursalin, ‘’Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pengamanan & 
Penertiban Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Banda Aceh) ‘’, Skripsi Sarjana Hukum, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2013, hlm.3. 
14
  Bagus Widiharso Santoso, ‘’Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang 
Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam 
Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, Volume 3, Nomor 3, 
2016, hlm. 3 
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Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)’’. Dalam penelitian  ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 
saksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar pasal 4 
Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang 
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 
pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi narapidana sehingga melakukan pelanggaran tata tertib 
adalah faktor eksternal yaitu kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai 
yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada 
tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yaitu masalah individu yang 
menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi rasa jengkel. 
Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Islamiya Ramadani 
Amin, (UNHAS, 2018).
15
 Dalam skripsinya yang berjudul ‘’Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Kasus: Lapas 
Kelas I Makasar). Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari data 
primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, dan observasi, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan 
rumusan masalah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh 
kesimpulan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya petugas lapas 
dan kondisi bangunan yang kurang memadai. 
Dari dua penelitian di atas yang membedakan antara skripsi peneliti 
dengan penelitian tersebut adalah objek dan subjeknya. Pada skripsi yang 
                                                             
15
 Islamiya Ramadani Amin, ‘’Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang 
Melarikan Diri (Studi Kasus: Lapas Kelas I Makasar)’’, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar : 
Universitas Hasanudin, 2018, hlm.3 
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pertama membahas penerapan sanksi terhadap narapidana dalam rangka 
pengamanan & penertiban lembaga pemasyarakatan (studi penelitian di 
lembaga pemasyarakatan kelas II A banda aceh) kemudian skripsi yang kedua 
membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap narapidana yang melarikan 
diri (studi kasus: lapas kelas I makasar). Dalam jurnal di atas membahas 
tentang pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar 
tata tertib berdasarkan peraturan mentri hukum dan hak asasi manusia no.6 
tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
negara dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana. 
Skripsi peneliti membahas terkait penerapan hukuman disiplin terhadap 
warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas II B 
Tegal, serta membahas terkait kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas II 
B Tegal dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada pelanggaran 
disiplin. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jika ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam 
penelitian lapangan (Field Research). Karena data yang diperoleh langsung 
berasal dari obyek yang bersangkutan. Selain itu penelitian lapangan ini 
daiharuskan untuk membuat catatan lapangan secara ekstensif yang 
kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.
16
 
                                                             
16
 Lexy j Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011 
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2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu pendekatan 
yang menggunakan konsep logis yang menyatakan bahwa hukum tidak 
hanya identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 
oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang namun juga berkaitan 
dengan realita yang ada di dalam masyarakat. 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
17
 Data 
Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan 
pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur literatur 
lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
18
 Data 
sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier, yaitu: 
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dasar dan ketentuannya 
ditetapkan oleh pemerintah.
19
 Dalam penelitian ini yang menjadi data 
primer adalah : 
1. Pancasila. 
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
                                                             
17
 Narimawati Umi, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi, 
Bandung : Agung Media, 2008, hlm.98. 
18
 Sekaran Uma,  Metode Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta : Salemba Empat, 2011, hlm.76. 
19
 LJ.Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakatra:PT. Pradnya Paramita,  2005, Cet.31, 
hlm.3 
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3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. 
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 
Tahanan. 
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga 
Pemasyarakatan. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-
buku (textbooks), yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh        
(de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-
kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.
20
 
3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bibografi; 
ensiklopedia; kamus hukum, website. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, peneliti menggunakan 
beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun metode 
yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 
                                                             
20
 Joenadi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prena Media, 
Cet. Ke-8, 2016, hlm. 
 13 
 
 
a. Studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan 
teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka 
yang berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen pertanyaan-
pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan dalam bentuk 
quisioner yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan 
hukuman disiplin terhadap warga binaan masyarakat dan kendala yang 
dihadapi lapas dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada 
pelanggaran disiplin. 
c. Observasi, metode pengamatan atau observasi adalah merupakan suatu 
cara atau teknik untuk mengumpulkan data dengan mengadakan 
pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang diteliti.
21
 
5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis induktif 
yang merupakan suatu analisis yang bekerja dengan cara peneliti secara 
langsung berada di dalam lokasi penelitian itu sendiri, sehingga kesimpulan 
yang didapat semata-mata berasal dari pengumpulan data terlebih dahulu.
22
 
 
 
 
                                                             
21
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2011. 
22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, 2010, hlm.21 
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G. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai apa saja yang menjadi 
fokus pembahasan, penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-
masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut : 
Bab 1 Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
sistematika penulisan laporan. 
Bab II Tinjauan konseptual, bab ini berisi : penjelasan secara umum mengenai 
penerapan hukuman, hukuman disiplin, warga binaan pemasyarakatan, 
pengertian dan bentuk pelanggaran tata tertib, lembaga pemasyarakatan, teori 
penegakan hukum. 
Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan hasil dari penelitian 
tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang 
menjelaskan tentang penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang 
melanggar tata tertib di lembaga permasyarakatan. Serta, untuk mengkaji dan 
menganalisis berbagai kendala dalam melaksanakan pembinaan bagi warga 
binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin. 
Bab IV Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari kajian penelitian 
yang merupakan fokus bahasan mengenai penerapan hukuman disiplin 
terhadap warga binaan masyarakat yang melanggar tata tertib di lembaga 
pemasyarakatan. Serta saran–saran penulis dengan masalah yang dibahas. 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan tentang Penerapan Hukuman 
Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.
23
Pengertian 
penerapan menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, penerapan adalah 
hal, cara atau hasil.
24
Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah 
mempraktekkan, memasangkan.
25
Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 
baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan 
yang telah dirumuskan.  
Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:
26
adanya program yang 
dilaksanakan, adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran, 
adanya pelaksanaan, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses tersebut. 
Sedangkan fungsi penerapan hukum di masyarakat adalah
27
 menertibkan 
masyarakat, menyelesaikan pertikaian, mempertahankan tata tertib, dan 
mempertahankan hak. 
 
 
                                                             
23
 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 
English Perss, hlm.98 
24
 J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1996, hlm. 83 
25
 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus, Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1995. 
26
 Solichin, Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 
1990, hlm.45. 
27
 JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2000, hlm.100 
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B. Tinjauan tentang Hukuman Disiplin 
Hukuman adalah kumpulan petunjuk hidup yang berisi aturan tata tertib 
dalam bemasyarakat dan memiliki sifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap 
anggota masyarakat yang bersangkutan, jika ada yang melanggar aturan 
tersebut maka akan ada tindakan langsung dari pemerintah yang 
bersangkutan.
28
 
Disiplin adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata tertib
29
 atau 
bisa disebut juga kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena 
didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya 
paksaan dari pihak luar.
30
Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari 
pelaksanaan program-program pembinaan pemasyarakatan.  
Oleh karena itu, suasana aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan 
perlu diciptakan sebagai instrumen penertiban dan pengamanan lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
31
Namun untuk menjamin 
terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan perlu adanya 
tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan pemasyarakatan. 
Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan 
dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah: 
                                                             
28
  Yulis Tiena Masriani , Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 
hlm.6. 
29
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 1994, hlm.335 
30
  Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 4. 
31
 Ainal Hadi, ‘’ Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pengamanan 
Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, Volume 3, 
Nomor 3, 2014, hlm.3 
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‘’Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat 
melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib lapas atau rutan’’ 
Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib lapas, dalam 
hal ini warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran tata 
tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum 
dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata 
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan 
pemasyarakatan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin ini sendiri 
berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu 
paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013. Menurut Pasal 1 Angka 
6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 
yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah: 
‘’Tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa 
penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan)’’ 
Penjatuhan hukuman disiplin kepada warga binaan pemasyarakatan 
wajib dicatat di dalam kartu pembinaan hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 
11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
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Ketika warga binaan pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar 
tata tertib lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh 
kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar 
melakukan pelanggaran aturan maka kepala lapas berwenang menjatuhkan 
hukuman disiplin terhadap warga binaan masyarakat yang melanggar peraturan 
keamanan dan ketertiban lapas yang dipimpinnya dan segera menyampaikan 
pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan hal ini sesuai dengan 
Pasal 16 Permenkumham No.6 Tahun 2013 dan Pasal 47 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa : 
1) Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan 
hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar 
peraturan kemananan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang 
dipimpinnya. 
2) Jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berupa : 
a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak 
Pidana, dan atau 
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan hukuman disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib: 
a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak 
bertindak sewenang-wenang; dan 
b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 
4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan 
sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi 
pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman 
tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. 
 
Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap 
warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) 
sampai ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 
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tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 
Negara yaitu: 
1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi : 
a. Memberikan peringatan secara lisan 
b. Memberikan peringatan secara tertulis 
2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :  
a. Mememasukan dalam sel pengasingan paling lama 6(enam) hari; 
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 
berdasarkan hasil sidang TPP. 
3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. 
4) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi : 
a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; 
b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat 
dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan. 
5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat 
dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. 
 
Dalam hal penjatuhan jenis hukuman disiplin, baik hukuman disiplin 
tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin 
tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat ringannya pelanggaran yang 
dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut. 
C. Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah 
narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. 
1. Narapidana 
Yang dimaksud dengan narapidana berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 
Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
‘’narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 
di lapas’’. 
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2. Anak Didik Pemasyarakatan 
Yang dimaksud dengan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan 
umum Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan adalah: 
a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun; 
b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
 
3. Klien Pemasyarakatan 
Yang dimaksud dengan klien pemasyarakatan berdasarkan ketentuan 
umum Pasal 1Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan ‘’ klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada 
dalam bimbingan BAPAS. 
 
Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III yang tertuang dalam 
Pasal 10 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
menjelaskan: 
1. Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. 
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status 
terpidana menjadi narapidana. 
3. Kepala lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan 
narapidana di LAPAS. 
Dalam ketentuan Pasal 10 Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 
artinya penempatan terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan 
pada saat terpidana diterima di LAPAS. 
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D. Tinjauan tentang Pelanggaran dan Tata Tertib 
1. Tinjauan tentang Pelanggaran 
Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu 
perbuatan melanggar.
32
 Pengertian melanggar ialah menyalahi atau 
melawan suatu aturan.
33
 Pelanggaran adalah wetsdelicten, artinya perbuatan 
yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-
undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran 
(mala quia prohibitia). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena 
secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan 
kejahatan.
34
  
Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara 
kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam 
pidana. Dan pada dasarnya orang baru mengetahui bahwa tindakan tersebut 
merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum, sehingga dapat 
dihukum yaitu setelah tindakan dinyatakan dilarang dalam undang-
undang.
35
Kemudian pada pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu 
pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
36
 
Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam 
                                                             
32
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1588 
33
 Ibid  
34
 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.78  
35
 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, 
hlm.210. 
36
 Ibid., hlm.212. 
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peraturan perundang-undangan.
37
 Jika dikaitkan dengan tahanan atau 
narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, 
maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang 
dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan 
di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. 
Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang keamanan dan ketertiban lapas atau rutan yang di 
dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para 
tahanan dan narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan 
dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran 
yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang diatur dalam Pasal 10 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut: 
1) Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup: 
a) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan; 
b) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok; 
c) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
d) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan; 
e) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang; 
f) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 
pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan;dan 
g) Melakuakan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. 
2) Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup: 
a) Memasuki steril area tanpa ijin petugas; 
b) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya; 
c) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri 
sendiri atau orang lain; 
                                                             
37
 Prasati Kartika Putri, ‘’Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu- 
Lintas Di Kabupaten Klaten’’, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2013, hlm. 8 
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d) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 
pantas yang melanggar norma keagamaan; 
e) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang; 
f) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 
mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih 
dari 1 (satu) kali; dan 
g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang. 
3) Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup: 
a) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; 
b) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap 
petugas; 
c) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 
sejenisnya; 
d) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan; 
e) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan 
gangguan keamanan dan ketertiban; 
f) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat 
elektronik; 
g) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
h) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 
mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya; 
i) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau 
tahanan lain untuk melarikan diri; 
j) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun 
petugas; 
k) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan 
pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang 
berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot 
pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian; 
m) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; 
n) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
o) Menyebarkan ajaran sesat; 
p) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 
mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih 
dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan 
keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan 
q) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP 
termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin 
tingkat berat. 
Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban lapas dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana 
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serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tehanan atau 
narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari 
pemasyarakatan itu sendiri.
38
 
2. Tinjauan tentang Tata Tertib 
Di masyarakat  luas makna tata tertib dianggap sama dengan makna 
dari hukum, peraturan dan norma, padahal istilah-istilah tersebut memiliki 
makna yang berbeda. Menurut Adiwimarta tata tertib merupakan peraturan-
peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh 
masyarakat.
39
 Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang 
wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tata tertib 
menurut etimology adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati 
atau dipatuhi.
40
 
Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini 
bersifat mengikat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk 
menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan lembaga 
pemasyarakatan. Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 
tahun 2013. 
                                                             
38Hartianto Paulus Edwardo, ‘’Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses 
Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan’’, Tesis, 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, hlm.3. 
39
 Adiwimarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, 
hlm.14 
40
 Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1967, hlm.1025 
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Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 
tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
negara khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  menjelaskan bahwa : 
1. Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhui tata tertib lapas atau 
rutan. 
2. Tata tertib lapas atau rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan. 
Sebagai bentuk tata tertib lapas, mencakup kewajiban dan larangan 
yang memuat: 
1. Setiap Narapidana atau Tahan wajib: 
a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan beragama; 
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas; 
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma 
kesopanan; 
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan 
hunian;dan 
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. 
2. Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: 
a. Mempunyai hubungan dengan narapidana atau tahanan maupun 
dengan petugas pemasyarakatan 
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
c. Melakukan upaya melarikan diri/membantu pelarian; 
d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala 
lapas atau rutan tanpa izin dari petugas  pemasyarakatan yang 
berwenang; 
e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugas; 
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 
berharga lainnya; 
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-
obatan lain yang berbahaya. 
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h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, 
televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; 
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti 
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, 
dan sejenisnya; 
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 
sejenisnya; 
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 
menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 
n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung; 
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan 
laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang 
sejenis; 
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas 
pemasyarakatan; 
r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas 
pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu; 
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan; 
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan 
v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 
keamanan dan ketertiban lapas dan rutan. 
 
E. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan 
1.  Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.(Pasal 1 Angka 3 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Sebelum 
dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah 
penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia(dahulu Departemen Kehakiman).
41
Penghuni lembaga 
pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan bisa 
juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada 
dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh 
hakim. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dibidang 
pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih 
dikenal dengan istilah sipir penjara.(Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan). 
Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang 
mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah mealui 
proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya proses pemidanaan adalah 
penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak 
pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan 
hukum.
42
 Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada 
pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya 
perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani 
pidananya juga mendapat perlakuan hukum yang manusiawi, mendapat 
jaminan hukum yang memadai.
43
 
 
                                                             
41
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Pemasyarakatan, diakses pada hari Kamis 
31Oktober 2019, Pukul 09:10 WIB. 
42
 Tolib Effendi, Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem 
Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm.163. 
43
 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung:Refika 
Aditama,2006, hlm.79. 
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2. Pola Pembinaan Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 
pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 
kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
Yang bertujuan mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang 
berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah 
dilakukan dan membantu narapidana atau anak didik kelak bahagia di dunia 
dan akhirat.
44
 Sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 Angka 2 adalah 
pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan 
kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal: 
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 
c. Intelektual; 
d. Sikap dan perilaku; 
e. Kesehatan jasmani dan rohani; 
f. Kesadaran hukum; 
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat; 
h. Ketrampilan kerja;dan 
i. Latihan kerja dan produksi. 
 
                                                             
44
 R. Achmad S.Soemadi Pradja, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Bina 
Cipta, 1979, hlm.24. 
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Jadi pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing 
dan mengerahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara melalui suatu 
proses yang tertib untuk mencapai tujuan secara maksimal.
45
 Sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sistem 
pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas-asas: 
a. Pengayoman;  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan ; 
d. Pembimbingan;  
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang 
tertentu. 
 
Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/31 tertanggal 8 Februari 
1965 tentang  Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan 
bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap 
selama narapidana berada di dalam lapas, ada beberapa tahap pembinaan, 
antara lain:
46
 
1. Tahap pertama atau tahap awal 
Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak 
yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 
(sepertiga) 1/3 dari masa pidana. 
2. Tahap kedua atau tahap lanjutan pertama 
Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berdirinya pembinaan tahap awal 
sampai dengan (satu per dua)  1/2 dari masa pidana. 
3. Tahap ketiga atau tahap lanjutan kedua 
Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya 
pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan (dua per tiga) 
2/3 masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan 
keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan. 
                                                             
45
 Sri Wulandari, ‘’Efektifitas  Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan 
Terhadap Tujuan Pemidanaan’’, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2014, 
hlm.4 
46
 Dwija Priyatno, Sistem Pelaksananan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika 
aditama, 2006, hlm.99. 
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4. Tahap keempat atau pembinaan tahap akhir 
Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 
pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang 
bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit 
9 (sembilan) bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 1995, menyatakan bahwa: 
Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukann oleh BAPAS. Dan 
pelaksanaan pemberian pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara: 
     1. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Intramural). 
         2. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan (Ekstramural). 
Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di lembaga 
pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan 
membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.
47
 
Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh balai 
pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga 
binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk 
hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan 
                                                             
47
 Maryanto, Diah Rahmawati, Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian 
Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, Jurnal Pembaharuan Hukum, 
Volume I, Nomor I, Januari-April, 2014, hlm. 3. 
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dan pengawasan balai pemasyarakatan.
48
 Pembinaan dan Pembimbingan 
warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan 
yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan 
warga binaan pemasyaraktan. 
Dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar 
pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus 
berdasarkan pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan 
bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk 
mufakat. Narapidana harus diikutsertakan kegiatan demi kepentingan 
umum.
49
 
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan 
Dalam proses pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan 
dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan 
yang ingin dicapai (Djakaria, 1987:158). Sarana dan prasarana tersebut 
meliputi: 
1. Sarana Gedung Pemasyarakatan 
Gedung pemasyarakatan merupakan reprentasi keadaan penghuni di 
dalamnya, keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses 
pembinaan yang sesuai harapan. 
2. Pembinaan Narapidana 
Bahwa sarana pendidikan keterampilan di lembaga pemasyarakatan 
sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya. 
3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas dibidang pemasyarakatan. Berkenaan dengan 
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 Sakidjo, dkk. Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi di 
Daerah Rawan Konflik, Jakarta : Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan 
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 Asisah, Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas 
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masalah petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, ternyata dapat 
dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari 
pembinaan itu sendiri. 
 
F. Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum 
Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum 
adalah kegiatan menyerasikan hubungan niai-nilai yang terjabarkan dalam 
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup.
50
 
Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana 
yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
51
 
1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai 
dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang melanggar larangan 
tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
3) Menetukan  dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
50
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI 
Pers, 1983, hlm.35. 
51
 Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.6 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang 
Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIB Tegal Menurut Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal yang selanjutnya disebut 
LAPAS Kelas IIB Tegal merupakan bangunan yang berdiri sejak tahun 
1818. LAPAS Kelas IIB Tegal yang terletak di Jl. Yos Soedarso No.2 
Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal merupakan salah 
satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam lingkungan wilayah 
Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah. LAPAS Kelas IIB Tegal 
memiliki kapasitas 164 tetapi sekarang telah diisi 293 Orang berstatus 
Tahanan dan Narapidana dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel. I 
Tabel WBP berdasarkan Status Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas IIB Tegal 
No Uraian 
Dewasa Anak Jumlah 
Ket 
L P L P L P 
1 AI 2 1   2 1  
2 AII 4 -   4 -  
3 AIII 10 2   10 2  
4 AIV 1 -   1 -  
5 AV - -   - -  
Jumlah 17 3   17 3  
6 BI 230 17   230 17  
7 BIIa 18 7   18 7  
8 BIIb       -       -    -     -  
9       BIII  1 -   1 -  
Jumlah    249 24   249 24  
Total 266 27   266 27  
Sumber: Data WBP LAPAS Kelas IIB Tegal per  Tanggal 5 Januari Tahun 2020 
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Di Lapas Kelas IIB Tegal terdiri dari 4 bagian kegiatan kerja yaitu, 
Kasubag Tata Usaha, Kasi Repgistrasi, Kasi ADM Kamtib, Ka.KPLP, tugas 
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal memberikan pembinaan 
kepada Narapidana. Gedung pemasyarakatan merupakan representasi 
keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat 
mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan, di Indonesia sendiri 
sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan 
kolonial. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tegal merupakan salah satu 
bangunan peninggalan kolonial belanda yang sampai saat ini masih terjaga 
keasliannya dengan luas tanah 6610 M
2 
dan luas bangunan 2595 M
2
. 
Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 September 1990 No. SK. 
530.3/497/1/5730/33/1990 tentang status kepemilikan tanah dan bangunan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal adalah Hak Pakai (buku 
sertifikat No.80). LAPAS Kelas IIB Tegal mempunyai 3 (tiga) blok utama 
yaitu blok depan, blok belakang dan blok wanita dan ketinggian tembok 
keliling ± 3.20 M
2 
(Data Lapas Kelas IIB Tegal). 
Beberapa instansi pemerintah Kota Tegal yang telah bekerja sama 
dengan LAPAS Kelas IIB Tegal antara lain Kementrian Agama Kota Tegal, 
Dinas Kesehatan, RSUD Kardinah, RSI Harapan Anda, Puskesmas Tegal 
Barat, Kementrian Lingkungan Hidup, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang 
Kota, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, SKPD Sanggar Kegiatan 
Belajar, Balai Besar Latihan Kerja Kabupaten Tegal, Dinas Dikpora, Dinas 
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Pertanian dan Kelautan, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kota 
Tegal dan yang terakhir adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tegal, 
selain itu juga dari para mitra penegak hukum, Polres Kabupaten Tegal dan 
Kejaksaan Negeri Tegal Kota, Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal maupun 
Tegal Kota yang sudah terjalin baik (Data Lapas Tegal). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KELAS IIB TEGAL 
KALAPAS 
KPLP 
Regu & Staf 
Pengamanan 
        P2.U 
Ka. SUBBAG TATA USAHA 
Ka.Urusan 
Kepegawaian& 
Keuangan 
Ka. Urusan 
Umum 
Ka. Seksi ADM. 
KAMTIB 
Ka. Sub 
Seksi 
Keamanan 
Ka. Sub 
Seksi 
Pelaporan 
& Tatib 
Ka. Seksi Binadik 
Ka. Sub 
Seksi 
Registrasi  
Ka. Sub 
Seksi 
Bimkemas 
 
Seksi Giat Kerja 
Subseksi 
Sarana Kerja 
Subseksi 
Bimker & 
PHK 
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2. Peranan Hukuman Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Aman 
dan Tertib di LAPAS Kelas IIB Tegal. 
Sistem pemasyarakatan pada saat ini disesuaikan dengan Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang 
Pemasyarakatan:  
‘’Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan dalam 
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab’’.  
Lembaga pemasyarakatan itu sendiri merupakan tempat untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 
penegasannya terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
tentang Pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari 
pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman 
dan tertib di lembaga pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk 
menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan 
perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme penjatuhan 
hukuman disiplin oleh setiap warga binaan pemasyarakatan. Peranan 
hukuman disiplin di LAPAS Kelas IIB Tegal sangatlah penting karena tidak 
hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di lapas tetapi juga agar 
setiap narapidana dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan 
larangan di LAPAS Kelas IIB Tegal. 
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Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: 
Setiap Narapidana atau Tahanan wajib: 
 
a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan beragama; 
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas; 
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma 
kesopanan; 
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan 
hunian;dan 
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. 
 
Melalui aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak 
dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati 
malah justru dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Maka dari sinilah 
perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh 
narapidana dan harus taat pada setiap larangan di LAPAS Kelas IIB Tegal. 
Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 6 Tahun 2013, memuat mengenai larangan yang tidak 
boleh dilakukan warga binaan pemasyarakatan, yaitu: 
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: 
 
a. Mempunyai hubungan dengan narapidana atau tahanan maupun 
dengan  petugas pemasyarakatan; 
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
c. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugas; 
d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas 
atau rutan tanpa izin dari petugas  pemasyarakatan yang berwenang; 
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e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugas; 
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 
berharga lainnya; 
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-
obatan lain yang berbahaya. 
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya; 
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti 
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager, 
dan sejenisnya; 
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 
menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 
n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung; 
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan 
laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang 
sejenis; 
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas 
pemasyarakatan; 
r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas 
pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu; 
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan; 
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
u. Menyebarkan ajaran sesat; 
v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 
keamanan dan ketertiban lapas dan rutan. 
 
Dari sekian banyak kewajiban dan larangan mengenai aturan yang 
harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana tidak bisa menjamin bahwa 
warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak 
melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul terjadi 
disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya 
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mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari 
petugas. 
Dari Hasil wawancara penulis dengan KN narapidana di LAPAS 
Kelas IIB Tegal, yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang 
dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal dari narapidana itu sendiri:
52
 
1. Adanya permasalahan di luar LAPAS  
   Sering kali permasalahan antar narapidana terjadi disebabkan 
karena adanya permasalahan di luar LAPAS Kelas IIB Tegal maksudnya 
dalam hal ini, sebelum narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau 
sebelum berada di LAPAS Kelas IIB Tegal sesungguhnya mereka 
mempunyai konflik pribadi di lingkungan masyarakat, sehingga 
permasalahan selama berada di lingkungan masyarakat yang narapidana 
dirasa belum terselesaikan ketika narapidana tersebut yang berkonflik 
bertemu dalam satu sel yang sama di LAPAS Kelas IIB Tegal, 
narapidana tersebut akan berupaya untuk menyelesaikannya di dalam 
LAPAS walaupun aturan mengenai kewajiban dan larangan yang sudah 
diberlakukan di LAPAS Kelas IIB Tegal bisa saja narapidana tersebut 
melanggarnya demi menyelesaikan permasalahannya. Contoh 
Permasalahan di luar lapas yaitu adanya hutang-piutang antar narapidana. 
Permasalahan utang-piutang inilah yang merupakan salah satu faktor 
yang sulit disosialisasikan oleh petugas LAPAS itu sendiri yang 
menyebabkan permasalahan didalam LAPAS terjadi, karena 
permasalahan tersebut dapat terjadi ketika narapidana bertemu atau 
berada dalam sel yang sama. 
 
2. Permasalahan dari Narapidana 
 
  Permasalahan dari narapidana itu sendiri yang sering kali terjadi 
pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam LAPAS 
Kelas IIB Tegal karena faktor kesalahpahaman antara narapidana satu 
dengan narapidana yang lain. Yang berakibat adu mulut antar sesama 
narapidana, bentuk kesalahpahaman dari narapidana itu sendiri yaitu 
perbedaan pemikiran dan pola perilaku narapidana dalam kamar 
hunian.
53
 
 
 
                                                             
52
 Wawancara, dengan KN, Narapidana di LAPAS Kelas IIB Tegal, Rabu, Tanggal 27 
November 2019 jam 11.30-12.00 WIB. 
53
 Wawancara, dengan AD, Narapidana di LAPAS Kelas IIB Tegal, Rabu, Tanggal 27 
November 2019 jam 13.00-13.30 WIB. 
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3. Kebutuhan Biologis 
 
  Keterbatasan jam kunjungan dan larangan berkomunikasi dengan 
keluarga di luar LAPAS inilah yang mengharuskan narapidana tersebut 
melakukan hal-hal yang dilarang atau sudah diatur di Kelas IIB Tegal. 
Kebutuhan biologis memang sudah biasa bagi setiap orang. Bagi 
narapidana kebutuhan biologis sangat sulit dilakukan karena jauh dari 
keluarga. Ada kalanya narapidana menyalurkan kebutuhan biologisnya 
saat jam kunjungan meskipun narapidana tersebut sudah mengetahui 
larangan yang sudah tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 
Rumah Tahanan Negara yaitu: 
 ‘’ Melakukan Perbuatan Asusila dan/atau penyimpangan seksual’’ 
 
4. Kebutuhan Khusus  
 
Kebutuhan khusus dari narapidana inilah yang sering terjadi di 
LAPAS. Situasi dan tempat yang menjadi pelaksanaan dalam kebutuhan 
bagi narapidana tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaanya 
narapidana sesekali melanggar aturan demi untuk kepentingan diri 
sendiri karena lamanya masa hukuman yang dijalani narapidana 
membuat keinginan dari diri narapidana untuk mencari kelemahan 
petugas untuk melakukan pelanggaran. Dan dengan cara-cara tersendiri 
untuk memenuhi kebutuhan khususnya, sedangkan penyebab 
kepentingan pribadi narapidana itu sendiri anatara lain : berkomunikasi 
dengan keluarga yang sudah lama narapidana tidak mendapatkan 
kunjungan atau hilangnya hak kunjungan, dan menggunakannya untuk 
digunakan di social media (seperti: Facebook, Twitter, WhatsApp, dll) 
 
3. Penerapan Hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
Yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIB Tegal Menurut 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Pengamanan dan penertiban merupakan syarat multak untuk 
terlaksananya program-program pembinaan disetiap LAPAS. Oleh karena 
itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara 
untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam 
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maupun dari luar LAPAS untuk meningkatkan kualitas LAPAS.
54
 Maka 
dari itu pihak petugas LAPAS harus melakukan pengawasan terhadap para 
narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata terib LAPAS. 
Dalam upaya menciptakan kondisi LAPAS yang aman dan tertib, 
langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah 
lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan memantau setiap gejala 
yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta 
mengambil langkah pengamanan dengan menghentikan kejadian gangguan 
kemanan dan ketertiban tersebut
55
. Hukuman disiplin merupakan bentuk 
penegakan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau 
tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib 
LAPAS atau RUTAN.  
Dalam penerapan hukuman disiplin bagi narapidana, terlebih dahulu 
harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh 
narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa 
pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang 
dilakukan oleh narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara : 
 
                                                             
54
 Ratna Ashari Ningrum, ‘’Urgensi Pengaturan Kemananan Dan Ketertiban Dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, 
2014, hlm. 23 
55
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1) Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup: 
a) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan; 
b) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok; 
c) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
d) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan; 
e) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang; 
f) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 
pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan;dan 
g) Melakuakan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. 
2) Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup: 
a) Memasuki steril area tanpa ijin petugas; 
b) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya; 
c) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri 
sendiri atau orang lain; 
d) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 
pantas yang melanggar norma keagamaan; 
e) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang; 
f) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 
mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih 
dari 1 (satu) kali; dan 
g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang. 
3) Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup: 
a) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; 
b) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap 
petugas; 
c) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 
sejenisnya; 
d) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan; 
e) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan 
gangguan keamanan dan ketertiban; 
f) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat 
elektronik; 
g) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
h) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 
mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya; 
i) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau 
tahanan lain untuk melarikan diri; 
j) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun 
petugas; 
k) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan 
pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
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l) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang 
berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot 
pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian; 
m) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; 
n) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
o) Menyebarkan ajaran sesat; 
p) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 
mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih 
dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan 
keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan 
q) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP 
termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin 
tingkat berat. 
 
Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut  
diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran 
yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat 
dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringan dalam pemberian 
hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran 
yang dilakukan. Dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Adapun jenis hukuman disiplin yang 
dapat diberikan bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yaitu: 
(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: 
a. Memberikan peringatan secara lisan;dan 
b. Memberikan peringatan secara tertulis. 
(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: 
a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan 
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 
berdasarkan hasil Sidang TPP. 
(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. 
(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: 
a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 
diperpanjang selama 2 (dua) kali enam hari;dan 
b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat 
dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan. 
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(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat 
dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. 
 
Dari penelitian yang dilakukan penyusun di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Tegal dapat diketahui dari tahun 2017-2018 ada sekitar 54 orang 
yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera di tabel 
berikut: 
Tabel. II 
Jenis-Jenis Pelangaran Tata Tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Tegal dari Tahun 2017- 2018. 
NO JENIS-JENIS 
HUKUMAN 
JUMLAH 
PELANGGAR 
HUKUMAN TAHUN 
1. Hukuman Tingkat 
Ringan 
- - 2017 
 Hukuman Tingkat 
Sedang 
- - 
 Hukuman Tingkat 
Berat 
25 Pelanggar 
 
Jenis Pelanggaran: 
- membawa 
handphone (14 
Pelanggar) 
- Mengeluarkan 
perkataan 
profokativ (2 
Pelanggar) 
- Menyimpan 
Narkotika (9 
Pelanggar) 
 
-  Memasukkan dalam 
sel pengasingan. 
-  Tidak mendapatkan  
CMK, CB, CMB, 
PB, REMISI di 
Tahun 2017dan 
dicatat dalam register 
F. 
2. Pelanggaran 
Tingkat Ringan 
- - 2018 
 Pelanggaran 
Tingkat Sedang 
- - 
 Pelanggaran 
Tingkat Berat 
29 Pelanggar 
 
Jenis pelanggaran : 
- membawa 
handphone 
 
-  Memasukkan dalam 
sel pengasingan. 
-  Tidak mendapatkan 
CMK,CB, CMB, PB, 
REMISI di Tahun 
2018 dan dicatat 
dalam register F. 
3. Jumlah 54 Pelangar  2017-2018 
   Sumber : Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban LAPAS Kelas IIB Tegal. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran-
pelanggaran diatas merupakan pelanggaran dengan jenis tingkat berat yang 
paling sering dilakukan oleh narapidana di LAPAS Kelas IIB Tegal. Dengan  
beragam karakter dan latar belakang yang dimiliki oleh narapidana, dan 
pihak lain yang bersangkutan, dengan kriteria atau syarat yang peneliti 
tentukan untuk menjadi responden penelitian ini.  
Mengenai pelanggaran melakukan penggunaan alat komunikasi 
(handphone) yang secara diam-diam dilakukan oleh narapidana yang 
berinisial AB, setelah dilakukan penyidikan oleh pihak petugas kemananan 
kemudian narapidana tersebut mengikuti sidang TPP (Tim Pengamat 
Pemasyarakatan) yang dilakukan oleh pihak LAPAS Kelas IIB Tegal. Dan 
pihak LAPAS Kelas IIB Tegal memberikan kebijakan tegas sebagai bentuk 
kepentingan keamanan dan sekaligus pemberian hukuman disiplin tingkat 
berat berupa dimasukkan dalam sel pengasingan, tidak mendapatkan hak 
Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Asimilasi, Cuti 
Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat dalam tahun berjalan dan 
dicatat dalam register F. Menurut AB, bahwa penyebab dilakukannya 
pelanggaran tersebut karena selama menjalani masa hukumannya di LAPAS 
Kelas IIB Tegal dia jarang bertemu dengan keluarganya dan jarang juga 
mendapat penerimaan kunjungan oleh pihak keluarganya yang membuat 
dirinya merasa jenuh sampai-sampai ingin melakukan komunikasi dengan 
keluarganya dengan cara menggunakan handphone atau alat komunikasi 
dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pihak petugas lapas. Awal 
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mulanya terungkapnya pelanggaran yang dilakukan AB ini adalah adanya 
sidak bulanan oleh Tim Penggeledah disetiap kamar hunian pria yang 
sebelumnya sudah terindikasi adanya pelanggaran tata tertib, dan disinilah 
AB terbukti memiliki, membawa dan/menggunakan alat komunikasi yang 
berhasil ditemukan oleh Tim Penggeledah.
56
 
Selanjutnya mengenai pelanggaran pemerasan terhadap sesama  
narapidana, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana yang berinisial 
IP, dapat diketahui bahwa dalam hal melakukan pemerasan terhadap sesama 
narapidana, bermula saat adanya laporan dari narapidana lain bahwa IP 
melakukan pemerasan terhadap sesama narapidana. Sehingga petugas 
keamanan langsung melakukan pemeriksaan awal sebagai dasar bagi 
pemeriksaan selanjutnya. Dan karena perbuatan IP, pihak lapas melakukan 
penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi berupa dimasukkan 
dalam sel pengasingan, tidak mendapatkan hak Remisi, Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Cuti Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan 
Bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
57
 
Dari hasil wawancara penulis dengan narapidana yang berinisial SA, 
SA mengatakan bahwa ia masuk dalam sel pengasingan disebabkan karena 
faktor ketidak sengajaan yang dilakukan oleh anaknya. Bermula pada saat 
petugas keamanan menggeledah barang bawaan yang dibawa oleh keluarga 
SA, ia mendapat kiriman makanan dari keluarganya dan di dalam kantung 
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 Wawancara dengan AB, Narapidana yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIB 
Tegal, Senin, Tanggal 2 Desember 2019 10.30-11.00 WIB. 
57
 Wawancara dengan IP, Narapidana yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIB 
Tegal, Senin, Tanggal 2 Desember 2019 11.00-11.30 WIB. 
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plastik yang ditujukan kepada SA terdapat satu buah sim card, menurut 
pengakuan SA sim card itu baru saja di beli oleh anaknya untuk kepentingan 
pribadi dan bukan untuk kepentingan SA, karena anak SA lupa memisah 
barang milik pribadi dengan barang milik SA. Dan karena keteledoran 
anaknya, SA pun mendapat sanksi berupa dimasukkan dalam sel 
pengasingan, tidak mendapatkan hak Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Cuti Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat 
dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
58
 
Dari pihak LAPAS Kelas IIB Tegal sendiri menurut Bapak Satriya 
Wicaksono, Kasubsi Keamanan LAPAS Kelas IIB Tegal, dalam hal 
pelanggaran yang dilakukan narapidana atau tahanan diduga terdapat unsur 
tindak pidana maka kepala lapas atau kepala rutan akan meneruskan kepada 
instansi yang berwenang dan akan diproses secara hukum.
59
 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aghni Novan, Staf KPLP 
LAPAS Kelas IIB Tegal, dalam penerapan hukuman disiplin haruslah sesuai 
dengan prosedur tetap hukuman disiplin. Apabila narapidana melakukan 
pelanggaran tata tertib, KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga 
Pemasyarakatan) meminta bagian administrasi kemananan dan ketertiban 
untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara  Pemeriksaan  
pelanggaran tata tertib untuk menyampaikan kepada Kepala LAPAS Kelas 
IIB Tegal yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP (Tim Pengamat 
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 Wawancara dengan SA, Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIB 
Tegal, Senin, tanggal 2 Desember 2019 jam 13.00-13.30 WIB. 
59
 Wawancara dengan Satriya Wicaksono, Kasubsi Keamanan di LAPAS Kelas IIB Tegal, 
Rabu, tanggal 27 November 2019 jam 10.00 – 11.00 WIB. 
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Pemasyarakatan) untuk segera disidangkan. TPP Kemudian melakukan 
persidangan khusus hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Bila dipandang 
perlu menghasilkan saksi-saksi dan pelaku untuk memberikan keterangan 
tambahan yang diperlukan. Kemudian dari hasil sidang TPP akan diberikan 
kepada Kepala LAPAS Kelas IIB Tegal sebagai bahan pertimbangan untuk 
menjatuhkan hukuman disiplin selanjutnya Kepala LAPAS Kelas IIB Tegal 
menyerahkan kepada KPLP untuk melaksanakan hukuman disiplin. 
Kemudian KPLP menyerahkan salinan keputusan hukuman disiplin yang 
telah diberi catatan pelaksanaannya kepada unit pembinaan untuk dicatat 
dalam salinan register F.
60
 
Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses 
tindakan dibahas oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk 
selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan 
hukuman disiplin. Hukuman disipin dapat berupa hukuman yang sesuai 
dengan ketentuan dari Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 
Rumah Tahanan Negara. 
Setiap Narapidana yang melakukan suatu perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar disiplin (pelanggar tingkat 
berat) akan dicatat dalam register F. Register F adalah buku catatan 
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 Wawancara dengan Aghni Novan, Staf KPLP di LAPAS Kelas IIB Tegal, Rabu,  tanggal 
27 November 2019 jam 11.00-11.30 WIB. 
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pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana/Tahanan.
61
 Ketika 
pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana/tahanan dicatat ke dalam 
register F, secara otomatis dapat mempengaruhi hak-hak warga binaan 
pemasyarakatan terhadap Remisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti 
Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat
62
. 
Pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat 
berat seperti pelanggaran membawa alat komunikasi, pelanggaran 
perkelahian atau kerusuhan berat, mengeluarkan perkataan yang bersifat 
provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan 
ketertiban. 
Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan 
LAPAS kelas IIB Tegal terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-
pelanggaran tata tertib, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak LAPAS 
Kelas IIB Tegal dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata 
tertib  pencegahan agar tidak  terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib 
dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa bimbingan 
kerja dan keterampilan kerja. (Pembuatan gitar, sangkar burung, membuat 
mebeleir, membuat pakaian). 
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Satriya Wicaksono, 
Kasubsi Keamanan LAPAS Kelas IIB Tegal, upaya yang dilakukan petugas 
                                                             
61
 Brian Dwiga Jatmika, , ‘’Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Kepada 
Narapidana Narkotika’’, Skripsi Sarjana Hukum, Malang :  Universitas Muhammadiyah Malang, 
2017, hlm. 51 
62
 sdp.ditjenpas.go.id   
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untuk LAPAS Kelas IIB Tegal dalam melakukan pencegahan ketika terjadi 
pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yaitu:
63
 
1. Pengamanan Fisik 
    Yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah pengamanan baik 
dari segi fisik bangunan misalnya membuat batasan-batasan area yang 
boleh dimasuki oleh narapidana tertentu maupun dari segi personil 
keamanan, pembagiannya adalah: 
a) Ring 1 merupakan area terluar LAPAS yang hanya boleh dimasuki 
oleh narapidana yang sudah mempunyai kriteria tertentu saja. 
Narapidana ini disebut sebagai tamping (tahanan pendamping) yaitu 
para narapidana yang harus memenuhi syarat telah menjalani masa 
pidana paling singkat 6 bulan, telah menjalani 1/3 masa pidananya, 
tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan 
mempunyai kecakapan dan ketrampilan khusus, hal ini didasarkan 
dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2013 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada 
Lembaga Pemayarakatan.  
b) Ring 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk narapidana seperti 
ibadah, klinik, aula, kantin, dan sebagainya. Area ini hanya diakses 
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 Wawancara dengan Satriya Wicaksono, Kasubsi Keamanan di LAPAS Kelas IIB Tegal, 
Senin, tanggal 2 Desember 2019 jam 09.30-10.00 
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oleh narapidana yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu 
tertentu.  
c) Ring 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan 
pemasyarakatan menghabiskan sebagian besar waktunya. Disini 
terdapat sel-sel yang terbagi dalam blok-blok. 
2. Upaya lainnya yang dilakukan manakala telah terjadi suatu perbuatan 
yang melanggar tata tertib misalnya terjadi perkelahian antar sesama 
narapidana yang didasarkan dengan adanya laporan dari narapidana lain. 
Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas akan melakukan 
pemeriksaan untuk penanganan lebih lanjut. Tindakan represif lainnya 
bisa saja dengan menempatkan di sel pengasingan dengan jangka waktu 
yang ditentukan dan pemindahan ke LAPAS lain berdasarkan hasil rapat 
dan tim pembuat hukuman disiplin yang ada di LAPAS. 
Dalam hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah disebutkan bahwa : 
(1) Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan 
yang melanggar peraturan kemananan dan ketertiban di lingkungan 
LAPAS yang dipimpinnya. 
(2) Jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berupa : 
a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak 
Pidana, dan atau 
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan hukuman disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib: 
a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak 
bertindak sewenang-wenang; dan 
b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 
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(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman 
tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila 
mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi 
lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. 
 
Peran Petugas sangatlah penting untuk menjaga kemanan dan 
ketertiban LAPAS Kelas IIB Tegal dari gangguan-gangguan yang 
disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil 
terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan 
dari pemasyarakatan itu sendiri. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan 
petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin 
yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan sudah baik, karena 
bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. 
Menurut hasil analisis penulis, penerapan hukuman disiplin terhadap 
warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib  di lembaga 
pemasyarakatan  Kelas IIB Tegal sudah efekttif karena telah mendasarkan 
tindakannya dalam melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan dengan 
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
dan dengan mendasarkan dengan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
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B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal Dalam 
Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang 
Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin. 
1. Pentingnya Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal atau yang sering disebut 
LAPAS Kelas IIB Tegal adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 
Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu: 
‘’ Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan’’ 
Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS tidak 
terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak 
memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah 
selesai menjalani masa hukuman (bebas)
64
. Seperti halnya yang terjadi jauh 
sebelumnya, peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi 
pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih 
sesuai dengan visi dan misi lembaga itu sendiri yaitu untuk menyiapkan 
para narapidana kembali ke masyarakat.  
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 Direktorat Bina Bmbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, 
Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, hlm.20. 
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Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau 
menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan 
menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak 
pidana yang pernah dilakukan.
65
 Dari hasil wawancara penulis dengan 
bapak Agus Wijayanto Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan 
adapun program pembinaan yang dapat diberikan bagi warga binaan 
pemasyarakatan yaitu:
66
 
1. Pembinaan Kemandirian 
a) Kegiatan produktif dan keterampilan, seperti membuat gitar, 
sangkar burung, pertukangan kayu, menjahit dan budidaya ikan. 
b) Kegiatan kerja rumah tangga, seperti petugas dapur, pembantu 
ruang kantor, kebersihan, penjaga poliklinik. 
2. Pembina Kepribadian 
a) Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah, guna 
menambah pengetahuan tentang islam yang mana kegiatan tersebut 
masuk dalam jadwal kegiatan rutin di pesantren Lapas Tegal yang 
dilaksanakan bekerja sama dengan Kementrian Agama Kota Tegal. 
b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal terus di tanamkan dengan 
mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh pegawai LAPAS 
Kelas IIB Tegal dan Seluruh Warga Binaan. 
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 Surianto, Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan : ( Modal Manusia Yang 
Tersembunyi di Rutan), Makasar: Sah Media, 2018, hlm.38. 
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 Wawancara dengan Agus Wijayanto, Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan 
di LAPAS Kelas IIB Tegal, Senin, tanggal 2 Desember 2019 jam 09.00-10.30 WIB. 
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c) Pembinaan Intelektual, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal 
membuka kelas belajar mengajar pendidikan membaca bagi warga 
binaan pemasyarakatan yaitu kejar paket A bagi yang buta huruf 
dilaksanakan setiap hari mulai jam 11.00 di ruang aula dengan 
tutor sebagai guru pengajarnya guna membekali warga binaan yang 
buta huruf supaya bisa membaca sehingga setelah selesai menjalani 
hukuman dapat lebih mengembangkan pengetahuannya sehingga 
dapat mengikuti perkembangan informasi. Selain itu LAPAS Kelas 
IIB Tegal juga menyediakan perpustakaan dan televisi sebagai 
informasi penting. 
d) Pembinaan kesenian berupa seni memainkan alat musik rebana. 
Kesenian ini diselengarakan di Lembaga Pemasyarakatan untuk 
membentuk budi yang halus, tinggi atau luhur bagi narapidana dan 
anak didik. Serta mengembangkan bakat-bakat yang sudah ada 
pada mereka. 
e) Pembinaan kesadaran hukum, dengan mendatangkan narasumber 
dari berbagai macam jajaran ahli hukum sebagai tamu wicara. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Pamuji Setyo Wibowo 
Kasi ADM. KAMTIB, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan 
juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan petugas di LAPAS 
Kelas IIB Tegal dalam melakukan pencegahan pelanggaran disiplin. Sistem 
layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal sudah lebih maju dari 
pada sebelumya karena sudah menggunakan SDP (Sistem Database 
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Pemasyarakatan). Jadi semua WBP sudah tersimpan di dalam SDP tersebut. 
Seperti contohnya pada saat kunjungan terhadap WBP oleh keluarganya, 
sekarang jauh lebih cepat pelayanannya karena terbantu SDP tersebut.  
Pelayanan terhadap masyarakat sangat diutamakan sehingga 
pengunjung/pembesuk dapat merasakan pelayanan yang prima dengan 
prosedural yang mudah. Layanan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan 
Kota Tegal memiliki persyaratan :
67
 
a. Identitas Pengunjung 
b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
1) Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas di gerbang utama LAPAS 
Kelas IIB Tegal. 
2) Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan. 
3) Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan 
berdasarkan nomor urut antrian. 
4) Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas 
Pemasyarakatan. 
5) Pengunjung dipertemukan dengan WBP oleh Petugas Pemasyarakatan 
di tempat yang telah disediakan . 
c. Jangka Waktu Penyelesaian 
Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan 
dipertemukan dengan WBP. 
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 Wawancara dengan Pamuji Setyo Wibowo, Kasi ADM. KAMTIB di LAPAS Kelas IIB 
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d. Biaya/Tarif 
Tidak ada biaya. 
Dengan demikian jika warga binaan di LAPAS Kelas IIB Tegal kelak 
bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan 
lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi 
pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang ada di 
dalam LAPAS Kelas IIB Tegal. 
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal Dalam 
Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang 
Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin. 
Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan 
pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain 
Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, 
bahwa warga binaan yang sudah di bina itu pasti mau mentaati peraturan 
dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa 
program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta 
pemasyarakatan warga binaan  pasti membawa hasil yang memuaskan.  
Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di 
LAPAS terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat 
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berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembinaan yang 
harus ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum.
68
 
 Sesuatu hal untuk lebih lagi yang perlu diperhatikan yaitu apabila 
terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala tersebut tentunya perlu untuk 
segera dicari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap warga 
binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Wijayanto Kasubsi 
Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, kendala yang dihadapi LAPAS 
Kelas IIB Tegal dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
yaitu:
69
 
1. Anggaran. 
Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk 
pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dalam 
pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab 
program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak 
macamnya dan setiap program pembinaan ada anggarannya yang di 
sesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan 
yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi 
narapidana setelah mereka keluar dari LAPAS. Kurang atau tidak 
adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan 
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 Desy Mariyani, ‘’ Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan 
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal Hukum Sehasen, Volume.1, Nomor.1, Tahun 2015, 
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 Wawancara dengan Agus Wijayanto Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, Senin,tanggal 2 Desember 2019 jam 09.00-10.00 
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tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi 
anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia. 
2. Jumlah Personil Petugas  
Dari penelitian yang didapatkan penulis, kurangnya jumlah personil 
petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi LAPAS Kelas 
IIB Tegal pada saat ini, karena hal ini sangat terasa, terutama dalam hal 
pelaksanaan program pembinaannya, dalam hal ini petugas yang 
membina warga binaan pemasyarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) 
petugas membina 15 (lima belas) warga binaan pemasyarakatan, namun 
pada kenyataanya jumlah warga binaan pemasyarakatan lebih banyak 
daripada jumlah personil petugas.  Jadi sudah jelas perbandingan yang 
sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan 
pemasyarakatan yang harus diawasi. 
Untuk sistem keamanannya menurut bapak Pamuji Setyo Wibowo 
Kasi ADM. Kamtib petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban LAPAS Kelas IIB Tegal adalah 27 (dua puluh tujuh) 
petugas yang terbagi menjadi 3 kelompok setiap waktu penjagaan yaitu 
9 (sembilan) petugas di waktu pagi dan 9 (sembilan) petugas di waktu 
siang dan 9 (sembilan) petugas di waktu malam, sedangkan jadwal 
pengawasan yaitu untuk waktu pagi pukul 07.00 sampai 13.00, di waktu 
siang pengawasan di mulai pukul 13.00 sampai 19.00 dan untuk 
pengawasan di waktu malam yaitu pukul 19.00 sampai pukul 07.00, 
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sehingga perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang keamanan dan 
ketertiban.  
Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi 
LAPAS Kelas IIB Tegal untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan 
agar tidak melakukan pelanggaran. Kurang atau minimnya petugas 
keamanan yaitu yang hanya berjumlah 27 orang yang mengakibatkan 
petugas staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian staf tata usaha, 
staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan. Dari 
kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya 
yang tepat, yaitu misalnya untuk memberikan penambahan kuota yang 
lebih banyak lagi untuk mengrekruitmen calon pegawai negeri sipil 
terutama wilayah Jawa Tengah ini apalagi dikhususkan dibidang 
pemasyarakatan yaitu di LAPAS Kelas IIB Tegal. 
Dan pada dasarnya dalam pembinaan petugas mempunyai peran 
yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar dapat mempengahruhi pola 
perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat 
pengetahuan khusunya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan 
itu sendiri. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang 
persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan 
tersebut. 
3. Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan 
Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap 
warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan 
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juga dapat berasal dari faktor warga binaan pemasyarakatan itu sendiri 
yang juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-
hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah: 
a. Tidak adanya minat. 
Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih 
baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari 
program pembinaan jadi terhambat. 
b. Tidak adanya bakat. 
Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan 
tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan 
pemasyarakatan itu sendiri. 
c. Watak diri. 
Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-
beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya 
dalam pembinaan. 
d. Kurangnya Kesadaran Hukum. 
Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami 
keseluruhan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIB Tegal, sehingga warga binaan banyak yang melanggar aturan 
tata tertib yang ada di LAPAS Kelas IIB Tegal. 
4. Sarana dan Prasana Pembinaan 
Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu 
juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor 
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penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap 
narapidana, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan 
faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di 
dalam lembaga pemasyarakatan.  
5. Kualitas Program Pembinaan 
Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata 
ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. 
Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah 
untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang 
optimal bagi warga binaan bekal keterampilan untuk kelak setelah 
keluar lapas. 
6. Kesejahteraan Petugas 
Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas 
pemasyarakatan di Indonesia memang dibilang masih memperihatinkan, 
hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk 
memberikan tunjangan bagi petugas pemasyarakatan. Maka imbalan 
yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan 
tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa 
mengenal lelah di dalam Lapas. Namun pada dasarnya faktor 
kesejahteraan petugas ini menurut bapak Agus Wijayanto Kasubsi 
Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan jangan sampai menjadi 
faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta 
ketertiban di dalam Lapas. 
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Dari beberapa penjelasan di atas, tujuan diberlakukannya hukuman 
disiplin itu untuk menjamin suasana yang aman dan kondusif di dalam 
lembaga pemasyarakatan sehingga tidak menganggu jalannya proses 
pembinaan itu sendiri, karena bertujuan untuk lebih banyak memberikan 
bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai 
menjalani masa hukuman (bebas).
70
 
Dari hasil analisis penulis, kendala-kendala yang dihadapi LAPAS 
Kelas IIB Tegal dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada 
pelanggaran disiplin, yang telah disebutkan sebelumnya, kurang sesuai 
dengan indikator negara hukum karena salah satu indikator negara hukum 
adalah penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat 
dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:
71
 
1) Faktor hukumnya sendiri 
Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait pembinaan 
narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat belum jelasnya 
rumusan/aturan pemerintah secara jelas mengenai pembinaan 
narapidana khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah 
melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan. 
2) Faktor penegak hukum 
Kelalaian atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam 
melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau 
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Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5 
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tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang disebabkan karena kualitas 
petugas yang kurang baik dan keterbatasan sumber daya manusia. 
3) Faktor sarana atau fasilitas 
Belum memadainya sarana atau fasilitas yang masih kurang baik dalam 
jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat kelancaran proses 
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana bahkan menjadi  salah satu 
penyebab rawannya keamanan/ketertiban keadaan di dalam lapas. 
4) Faktor masyarakat 
Mayarakat Kurang menyadari dan kurang memahami apa itu hukum. 
Karena kurangnya kesadaran hukum itu yang menyebabkan warga 
binaan banyak yang melanggar aturan. 
5) Faktor kebudayaan 
Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam lingkup masyarakat 
dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga 
pemasyarakatan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan hukuman disiplin terhadap 
Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Bentuk pelanggaran tata tertib yang pertama adalah pelanggaran membawa 
alat komunikasi (handphone) yang dilakukan oleh AB, pelanggaran 
pemerasan terhadap sesama narapidana yang dilakukan oleh IP, dan 
kemudian pelanggaran membawa sim card dilakukan oleh SA. Penerapan 
hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Kelas 
IIB Tegal adalah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana tertera dalam Pasal 47 
dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 
6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 
Tahanan Negara Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa Hukuman 
Disiplin tingkat berat meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 
6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan 
tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, 
asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun 
berjalan dan dicatat dalam register F. Dan dalam hal pelanggaran disiplin 
tingkat berat yang paling sering terjadi di LAPAS Kelas IIB Tegal akan 
dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan 
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akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan 
kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala 
LAPAS Kelas IIB Tegal sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin. Dapat diketahui di LAPAS Kelas IIB Tegal dari tahun 
2017 sampai tahun 2018 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib 54 orang 
yang melakukan pelanggaran yang berimplikasi pada hukuman disiplin 
tingkat berat.  
2. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal dalam melakukan 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada 
pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut: a) Anggaran.                               
b) Kurangnya jumlah personil petugas LAPAS Kelas IIB Tegal.                             
c) Warga Binaan Pemasyarakatan . d) Sarana dan Prasarana. e)  Kualitas 
program pembinaan yang masih kurang kreatif dan murah sehingga sulit 
untuk dilakukan. f) Kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia 
yang disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan. Berdasarkan 
analisis penulis kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIB Tegal 
kurang sesuai dengan indikator negara hukum karena salah satu indikator 
negara hukum adalah penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang menjadi 
penghambat dalam penegakan hukum adalah: a) Faktor hukumnya sendiri 
b) Faktor penegak hukum c) Faktor sarana atau fasilitas  d) Faktor 
masyarakat dan,  e) Faktor kebudayaan. 
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B. Saran 
Setelah diadakan penelitian tentang penerapan hukuman disiplin terhadap 
warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIB 
Tegal, penulis memberikan beberapa saran antara lain: 
1. Disarankan Kepada LAPAS Kelas IIB Tegal agar lebih intensif dalam 
melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat 
tahanan melakukan kegiatan sehari-hari 1 X 24 jam. Sehingga dapat 
meminimalisir ganggugan keamanan dan ketertiban didalam lembaga 
pemasyarakatan. 
2. Disarankan kepada LAPAS Kelas IIB Tegal perlu menambah jumlah 
personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan 
mengingat tugas utama dari para pihak petugas LAPAS selain 
memberikan pembinaan bagi warga binaan yaitu menjaga keamanan dan 
ketertiban LAPAS. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan 
memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan 
ahli baik dari para akademik, penegak hukum atau bahkan warga sipil 
yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas personil yang ada. 
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